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NOMOR : 188/2/427.12/2020

TENTANG

PEJABAT
AT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG,

bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelola
Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran
2020, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelasana Teknis Kegiatan di
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
Anggaran 2020 dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah  Kabupaten di Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya Dan Daerah Tingkat I Surabaya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Derah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangar
Negara,

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangat x‘
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo:
15 Tahun 2019 tentang Perubehan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentany
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bc?berap;
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2014 tenteng Pemerintahan Dacrah, '



8. I;Z;atlir?n Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

9 Peragteuo aan Barang Milik Negara/Daerah;

P ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

10 PZ?gekﬂaan»KEQangan Daerah,; ‘

. aturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, )

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah bekerapa kalinya terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahug
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah,;

18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat

Pelasana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud
diktum Kesatu untuk :

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan; dan

KETIGA Membebankgn blaya,pelaksanaan tugas Pejabat sebagaiman
dlmaksud diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dae'rah DokumenPelaksanaan Anggaran pada masing-
masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun Angearan ‘ S
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN  SEKRETARIS DAERAHSELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
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TENTANG : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN
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